
 

 

BAB II 

 
LANDASAN  TEORI 

 
2.1 Tinjauan Perpajakan 

 
2.1.1 Definisi Pajak 

 
Sejak dahulu  pajak sudah banyak didefmisikan  oleh para ahli pajak 

baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  Ada  macam-macam 

definisi  tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah: 

Definisi Pajak menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2011:1): 

 
"Pajak  adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang­ 

undang yang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tirnbal balik 

(kontraprestasi)  yang langsung  dapat ditunjukkan  dan yang digunakan 

untuk mernbayar pengeluaran umum". 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan  oleh Soemitro menjadi: 

"Pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas 

negara untuk membiayai  pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan 
untuk  public saving yang merupakan  sumber  utama  untuk  membiayai 

public investment". 

Menurut Adriani dalam  Purwono (2010:7) mengatakan bahwa: 

"Pajak adalah iuran kepadakas negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh mereka yang wajib membayarnya  menurut peraturan, 

tanpa mendapat prestasi kembali yang langstmg dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  terkait  dengan 

tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan". 

 
Menurut  Undang-undang Nomor  28  Pasal  1 Tahun  2007, 

menyatakan bahwa: 

"Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 

Undang  dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan 

digunakan  untuk  keperluan  negara  sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat". 
 
 
 

 
6 



7  

 

 
 
 
 
 
 

Definisi Pajak menurut N.J Feldmann dalam Waluyo (2010:2) 

 
menyatakan bahwa: 

 
"Pajak adalah  prestasi yang dipaksakan  sepihak  oleh dan terutang 

kepada  penguasa  (menurut  norma-norma   yang  ditetapkannya   secara 

umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk 

menutup pengeluaran-pengeluaran umum". 

 
Dari beberapa defmisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

 
1.  Pajak dipungut  berdasarkan  atau dengan kekuatan  undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam   pembayaran   pajak   tidak   dapat   ditunjukkan    adanya 

kontraprestasi  individual oleh pemerintah. 

3. Pajak  dipungut  oleh  negara  baik  pemerintah   pusat  maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak   dipemntukkan    bagi   pengeluaran-pengeluaran  pemerintah 

yang  hila  dari  pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  digunakan 

untuk membiayai public investment. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 
Menumt  Resmi  (2014:3)  terdapat  dua  fungsi  pajak,  yaitu  fungsi 

sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi pengatur (regularend). 

1.  Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

 
Pajak  mempunyai   fungsi  sumber   keuangan  negara  (budgetair), 

artinya    pajak    mempakan     salah    satu    sumber    penenmaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan.  Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah 

berupaya    memasukk:an   uang    sebanyak-banyaknya   untuk    kas 
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negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensiflkasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai  jenis   Pajak   Pengbasilan   (PPh),  Pajak   Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), 

Pajak   Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain. Contohnya: Gaji PNS, 

Pembelian alat-alat negara dan lain-lain. 

2. Fungsi Pengatur (Regularend) 
 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

peme1intah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. 

 
Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada 

saat teijadi transaksi jual beli barang mewah. 

b. Tarif    pajak    progresif    dikenakan    atas   penghasilan, 

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh pengbasilan tinggi 

memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, 

sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% yang dimaksud.kan agar para 

pengusaha terdorong mengekspor basil produksinya di pasar 

dunia sebingga dapat memperbaiki devisa negara. 

d. Pajak pengbasilan dikenakan atas penyerahan barang basil 

industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, dan lain-

lain. 
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e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi; 

yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi 

di Indonesia. 

f. Pemberlakuan tax  holiday:  dimaksudkan untuk menarik 

investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

Kedua fungsi pajak tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan 

saling melengkapi untuk dapat mempengaruhi keberhasilan dan 

partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak. 

2.1.3 Sistem Pemungutan  Pajak 

 
Menumt (Waluyo, 2010:17) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi berikut ini: 

1.  Sistem Official Assessment 

 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang temtang. 

Ciri-ciri sistem official assessment adalah sebagai berikut: 

 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

 
c.  Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2.  Sistem Self Assessment 
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Sistem  ini  merupakan  pemungutan  pajak  yang  memberi 

wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  Wajib  Pajak 

untuk  menghitung,  memperhitungkan, membayar,  dan 

melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

3.   Sistem Withholding 

 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besamya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 
Menwut   Mardiasmo   (2011:6)   bahwa   pemungutan   pajak   dapat 

dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu sebagai berikut. 

1.   Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

 
Pengenaan   pajak   didasarkan   pada   objek   (penghasilan   yang 

nyata), sehingga pemungutannya barn dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan 

kekurangan.  Kebaikan  stelsel  ini adalah  pajak  yang dikenakan 

lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2.   Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

 
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang  diatur 

oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 
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sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun 

pajak betjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar 

selama tahun betjalan, tanpa hams menunggu pada akhir tahun. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3.   Stelsel Campuran 

 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya 

pajak menurut kenyataan lebih lebih besar dati pada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak hams menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.1.5 Jenis Pajak 

 
Menurut Hatjo (2013:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

1.  Menurut Golongan 

 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang hams dipikul sendiri atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban 

langsung Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut 

secm·a periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan  atau  dilimpahkan/digeserkan  kepada  orang  atau 

pihak lain. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik 

nama kendaraan bennotor (BBNKB), dan lain-lain. 

2. Menurut Sifat 

 
a. Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi 

keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada 

alasan-alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan 

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal 

pada objeknya baik bempa benda, keadaan, perbuatan atau 

peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak 

memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau 

keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

3.  Menurut Lembaga Pemungut 

 
a.  Pajak Pusat adalah Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya 

adalah pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea 

Materai, Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai. 
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b.  Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: 

Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir. 

2.2 Tinjauan Pajak Daerah 

 
2.2.1 Definisi Pajak Daerah 

 
Defmisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

 
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasall Angka 10 adalah: 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang ptibadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besamya kemakmman rakyat. 

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Rettibusi Daerah 

adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Menurut (Mardiasmo, 2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu sebagai berikut: 

1.  Pajak Provinsi terdiri dari: 

 
a.  Pajak Kendaraan Bermotor; 

 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

 
d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok 
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2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

 
a.  Pajak Hotel; 

 
b.  Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d.  Pajak Reklame; 

e.  Pajak Penerangan Jalan; 

 
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

 
g.  Pajak Parkir; 

 
h. Pajak Air Tanah; 

 
1.   Pajak Sarang Burung Walet; 

 
J .  Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; 

 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 
Khusus untuk Daerah yang setingkat  dengan daerah provinsi,  tetapi tidak 

terbagi  dalam daerah kabupaten/kota  otonom, seperti Daerah Khusus  Ibu 

kota  Jakarta,  jenis Pajak  yang dapat dipungut  merupakan  gabungan  dari 

Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

2.2.2 Tarif Pajak Daerah 

 
Tarifuntuk setiap jenis pajak daerah (Mardiasmo, 2011: 13) adalah sebagai 

berikut: 

1.    Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

 
a.  Untuk kepemilikan  Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

 
1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen); 
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b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya 

tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% 

(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); 

2.  Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadarn 

kebakaran, sosial   keagarnaan,   lembaga   sosial   dan   keagamaan, 

Pemerintah!TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol 

koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). 

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol kama satu persen) dan paling 

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a.   Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) 

 
b.   Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 

 
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat  berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakanjalan umum tarifpajak ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a.   Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima 

persen) dan 

b.  Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol 

tujuh lima persen). 
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6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat 

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif 

Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 

7. Tarif  Pajak  Air  Permukaan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% 

(sepuluh persen). 

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 
 

rokok. 

 
9. Ta.rifPajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 

 
10.  Tali£ Pajak Restora.n diteta.pkan paling  tinggi sebesar 10%  (sepuluh 

persen) 

11.  Tarif Pajak Hibura.n ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen). 

12.  Tarif Pajak Rekla.me ditetapka.n paling tinggi sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). 

13.  Tarif  Pajak  Penera.nga.n  Jalan  ditetapkan  paling tinggi  sebesar  10% 

(sepuluh persen). 

14.  Ta.tif Pajak Mineral Buka.n Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

15.  Tarif  Pajak Parkir  ditetapkan paling  tinggi sebesar 30%  (tiga puluh 

persen). 
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16.  Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

17.  TarifPajak  Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

18.  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

19.  Tarif Bea Perolehan Hak atas Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 
 

5% (lima persen). 

 
Tarifpajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

 
Menumt Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Bab V Bagian Kesatu Pasal 96, Pemungutan 

Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak 

yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib 

Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) atau dokwnen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota 

perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 

dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat 

 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
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Menurut Undang-tmdang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Bab V Bagian Kesatu Pasa197, Dalamjangka 

waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 

menerbitkan: 

1.  SKPDKB dalam hal: 

 
a.   Jika  berdasarkan hasil  pemeriksaan  atau keterangan lain, 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

b.   Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 

 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada wak:tunya sebagaimana ditentukan dalam 

surat Teguran; 

c.   Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dihitung secarajabatan. 

2.   SKPDKBT jika ditemukan data bam dan/atau data yang semula 

belum  terungkap  yang menyebabkan  penambahan  jumlah  pajak 

yang terutang. 

3.   SKPDN  jika jumlah pajak: yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada k:redit 

pajak:. 

Jumlah kek:urangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan 

 
sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 

dari pajak yang k:urang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak: saat terutangnya pajak. 
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKRT dikenakan sanksi 

administratif bempa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak 

yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sanksi administratifberupa bunga sebesar, 2% (dua persen) sebulan dihitung 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat temtangnya pajak. 

2.3 Surat Tagihan Pajak Daerah 

 
Menumt Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Rehibusi Daerah Bah V Bagian Kedua Pasal 100, Kepala Daerah 

berdasarkan pada kewenangannya dapat menerbitkan STPD jika: 

a.   Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

 
b.   Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

c.   Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah 

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

SKPD  yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh  tempo pembayaran 
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dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dan ditagih melalui STPD. 

2.3.1 Tata Cara Pembayaran  dan Penagihan Pajak Daerah 

 
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Bab V Bagian Ketiga Pasal 101, Kepala Daerah 

menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak 

dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 

Pajak. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 

penagihan pajak dan harus dilunasi dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan. KepalaDaerah atas permohonan Wajib Pajak 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pajak yang 

terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 

dengan Surat Paksa. 

2.3.2 Keberatan dan Banding Pajak Daerah 

 
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

 
Daerah dan Retribusi Daerah Bab V Bagian Keempat Pasal103,  Bagi setiap 
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wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a.   SPPT; 

 
b.   SKPD; 

 
c.   SKPDKB; 

 
d.   SKPDKBT; 

 
e.   SKPDLB; 

 
f.  SKPDN; dan 

 
g.   Pemotongan    atau   pemungutan    oleh   pihak   ketiga   berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Bagi wajib pajak keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas. Keberatan hams diajukan 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal 

pemotongan  atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya.  Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah 

membayar   paling   sedikit   sejurnlah   yang   telah   disetujui   Wajib   Pajak. 

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat 

Keberatan  sehingga  tidak  dipertimbangkan.  Tanda  penerimaan  surat 

keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau 

tanda pengiriman  surat  keberatan  melalui  surat pas  tercatat sebagai  tanda 

bukti penerimaan surat keberatan.  Sesuai dengan kewenangatmya Kepala 

Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 



22  

 

 
 
 
 
 
 

Surat Keberatan ditetima, harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang 

terutang. Apabilajangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi 

suatu  keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Dalam hal banding Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara 

tertulis dalam bahasalndonesia, dengan alasan yangjelas dalamjangka waktu 

3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampili salinan dari surat keputusan 

keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan 

kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Putusan Banding. Bagi wajib pajakjika pengajuan keberatan atau 

permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan 

bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya 

SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar). Apabila keberatan 

Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratifberupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) darijumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan. Wajib Pajak mengajukan permohonan 

banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
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tidak dikenakan. Selanjutnya dalam hal permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratifberupa  denda 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 

Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 

2.3.3 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan 

atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah 

Menwut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Bab V Bagian Kelima Pasal 107, Atas 

permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 

membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 

peratw-an perundang-undangan perpajakan daerah. Kepala Daerah dapat: 

a.   Mengw-angkan atau  menghapuskan  sanksi  administratif  berupa 

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya; 

b. Mengurangkan  atau  membatalkan  SPPT,  SKPD,  SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c.   Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
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d. Membatalkan hasi1 pemeriksaan  atau ketetapan pajak  yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 

ditentukan; dan 

e.   Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

2.4 Tinjauan Pajak Reklame 

 
2.4.1 Definisi Pajak Reklame 

 
Pengertian  Pajak  Reklame  dan  Reklame  berdasarkan Peraturan 

 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 

 
Tentang Pajak Reklame Bab I Pasal1  angka 9 dan 10 adalah: 

 
Pajak  Reklame   adalah  pajak   atas  penyelenggaraan   reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak  ragarnnya dirancang untuk  tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

Beberapa terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 

 
2013:382-383) yaitu sebagai berikut: 

 
1.  Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. 
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2. Penyelenggaraan   reklame   adalah   orang   atau   badan   yang 

menyelenggarakan  reklame  baik  tmtuk  dan  atas  namanya  sendiri 

atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

3.  Perusahaan   jasa   periklanan!biro    reklame    adalah   badan   yang 

bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Panggung reklarne adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 

reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame. 

5.  Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungm1 darat dalam bentuk 

apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapan yang dipemntukkan  bagi lalu lintas umum. 

6.  Izin adalah izin penyelenggm·aan reklame yang terdiri dari izin tetap 

dan izin terbatas. 

7. Surat Permohonan  Penyelenggaraan  Reklame  yang selanjutnya 

disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

mengajukan  permohonan          penyelenggaraan     reklame     dan 

mendaftarkan   identitas    pemilik    data   reklame    sebagai    dasar 

perhitungan pajak yang terutang. 

8.  Surat  Kuasa  Untuk  Menyetor  yang  selanjutnya  disingkat  SKUM 

adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar 

oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak. 
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2.4.2 Objek Pajak Reklame 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab ill Bagian Kesatu 

Pasa1 3  ayat  (2)  yang  menjadi  objek  pajak  reklame  ada1ah semua 

penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimak:sud meliputi: 

a.  reklame papan!billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

 
b.  reklame kain; 

 
c.  reklame melekat, stiker; 

 
d. reklame selebaran; 

 
e.  reklame berjalan, tetmasuk pada kendaraan; 

 
f.  reklame udara; 

g.  reklame apung; 

h. reklame suara; 

1.   reklame film/slide; dan 

 
J.   reklame peragaan. 

 
2.4.3 Bukan Objek Pajak Reklame 

 
Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut 

 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 

 
Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab ill Bagian Kesatu Pasal 3 ayat 

 
(3) adalah sebagai berikut: 

 
a.  reklame yang diselenggarak:an  oleh Pemerintah atau Pemerintah 

 
Daerah; 
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b.  penyelenggaraan Reklame melalui intemet,  televisi, radio, warta 

harian,  warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

c. labeVmerek  produk   yang   melekat   pada   barang   yang 

diperdagangkan, yang berfungsi tmtuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya; 

d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut 

yang luasnya, tidak melebihi lm  (satu meter persegi), ketinggian 

maksimal 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang 

tidak lebih dari 1 (satu) buah; 

e. penyelenggaraan   reklame   yang   semata-mata   memuat   nama 

tempat  ibadah  dan tempat panti asuhan; 

f.  penyelenggaraan reklame  yang semata-mata mengenai pemilikan 

dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 

1 m (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut 

kecuali reklame produk; 

g. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, 

perwakilan PBB, serta badan-badan klmsusnya badan-badan atau 

lembaga orgarusast   intemasional    pada    lokasi   badan-badan 

dimaksud. 
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2.4.4 Subjek Pajak Reklame 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab III Bagian Kedua 

Pasal 4 menyatakan Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan reklame. 

2.4.5 Wajib Pajak Reklame 

 
Menumt Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab III Bagian Ketiga 

Pasal 5 adalah sebagai berikut: 

(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh 

orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang 

pribadi atau Badan tersebut. 

(3) Dalam hal Reklame diselanggarakan melalui pihak ketiga, pihak 

ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

2.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

 
Menumt Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab N Bagian Kesatu 

Pasal 6 adalah sebagai berikut: 

(1) Dasar pengenaan pajak Reklame meliputi Nilai Sewa Reklame (NSR) 

(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: 
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a.  Dalam   hal   penyelenggaraan   reklame   diselenggarakan   oleh pihak 

ketiga,  NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame; 

b.   Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan 

memperhatikan  faktor-faktor: 

1.  jenis reklame; 

 
2. bahan yang digunakan; 

 
3.  lokasi penempatan; 

 
4. waktu; 

 
5.  jangka waktu penyelenggaraan  reklame; 

 
6.  jumlah reklame; dan 

 
7.  ukuran luas reklame; 

 
c.    Dalam   hal  NSR  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (2)  huruf   a, 

tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan 

dengan menggunakan  faktor-faktor  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 

(2) hurufb. 

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb angka 1 adalahjenis 

reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 

(4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humfb angka 

 
3, adalah  lokasi  peletakan  reklame  menurut  kelas  jalan  yang  dirinci 

sebagai berikut: 

a. Protokol A 

b. Protokol B 

c.  Protokol C 
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d.  Ekonomi Kelas I 

 
e.  Ekonomi Kelas II 

 
f.  Ekonomi Kelas ill 

 
g.  Lingkungan 

 
(5) Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik. 

(6)  Jangka  waktu  penyelenggaraan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) 

hurufb angka 5 adalahjangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat 

(5). 

 
(7)  Jumlah  adalah  banyaknya  kuantitas  reklame  yang  terpasang  dalam 

satuan lembar; 

(8) Ukuran  media reklame sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf b 

angka 7 adalah ukuran  dalam satuan  luas/m  atau em media reklame 

yang terpasang. 

Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  lbukota  Jakarta 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab IV Bagian Kesatu 

Pasal 7 adalah sebagai betikut: 

(1) Lokasi penempatan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung berdasarkan satuan Rupiah. 

(2)  Besaran  Nilai  Kelas  Jalan  sebagaimana   dimaksud   pada  ayat  (1), 

ditetapkan   dalam  tabel  Hasil  Perhitungan   Sewa  Reklame  sebagai 

berikut: 

a.  Tabe12.1 : untukjenis reklame Papan/BillboardNideotron/LED dan 

sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut: 
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HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) 

Jenis 

Reklame 

Lokasi 

Penempatan 

Ukuran 

Media/ 

Luas 

Reklame 

(m2) 

Jumlah 

Reklame 

Jangka 

Waktu 

Besaran 

Nilai kelas 

Jalan 

(Rp) 

Papanl 

Billboard/ 

Videotron 

!LED dan 

sejenisnya 

Protokol A 1m2
 1 buah 1 bari 25.000 

Protokol B 1m2 1 buah 1 bari 20.000 

Protokol C 1m2
 1 buah 1 bari 15.000 

Ekonomi 

Kelas I 

1m2 1 buah 1 bari 10.000 

Ekonomi 

Kelas II 

1m2 1 buah 1 bari 5.000 

Ekonomi 

Kelas III 

1 rn2 1 buah 1 bari 3.000 

Lingktmgan 1 rn2 1 buah 1 bari 2.000 

b.  Tabel 2.2 : untuk jenis reklame berupa kain berupa umbul-umbul, 

 
spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut: 

 
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) 

Jenis 

Reklame 

Lokasi 

Penempatan 

Ukuran 

Medial 

Luas 

Reklame 

(m2) 

Jumlah 

Reklame 

Jangka 

Waktu 

Besaran 

Nilai kelas 

Ja1an 

(Rp) 

Reklame 

berupa 

kain 

umbul- 

umbul, 

spanduk 

dan 

seJemsnya 

Protokol A 1m2 1 buah 1 hari 25.000 

Protokol B 1m2
 1 buah 1 hari 20.000 

Protokol C 1m2
 1 buab 1 bari 15.000 

Ekonomi 

Kelas I 

1m2 1 buah 1 bari 10.000 

Ekonomi 

Kelas ll 

1 m2
 1 buah 1 hari 5.000 

Ekonomi 

Kelas III 

1m2
 1 buah 1 hari 3.000 

Lingkungan 1m2
 1 buab 1 hari 2.000 

(3) Untukjenis reklame 1ainnya: 

 
a.  Reklame melekat (stiker): 

 
Rp 5,00/cm2 (lima rupiah per centi meter persegi) (sekurang- 

kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali 

penyelenggaraan. 
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b. Reklame selebaran: 

 
Rp  500,00/lembar  (lima ratus mpiah  per lembar)  sekurang­ 

kurangnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali 

penyelenggaraan. 

c.  Reklame berjalanlkendaraan: 

 
Rp 5.000,00/m /hari (lima ribu rupiah) per meter persegi per hari. 

d.  Reklame udara: 

Rp  2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sekali  peragaan,  paling  lama 

satu bulan. 

e.  Reklame apung: 

 
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama 

satu bulan. 

f.  Reklame suara: 

 
Rp  2.000,00/15   detik  (dua  ribu   rupiah)   per  lima  belas  detik 

bagian  waktu  yang  kurang  dari  15  (lima  belas)  detik  dihitung 

menjadi 15 (lima belas detik). 

g.  Reklame film/slide: 

 
Rp 10.000,00/15 detik (sepuluh ribu rupiah) per lima belas detik, 

Bagian  waktu  yang  kurang  dari  15  (lima  belas)  detik  dihitung 

menjadi 15 (lima belas) detik. 

h.  Reklame peragaan: 

 
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan. 
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(4) NSR untuk penyelenggaraan reklame eli dalam ruangan (indoor) 

dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2). 

(5) NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkobol 

dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari basil 

perbitungan NSR sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3). 

(6) NSR untuk setiap penambaban ketinggian sampai dengan 15 (lima 

belas) meter, dikenakan tambaban 20% (dua pulub persen) dari basil 

perbitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(7) Penambaban NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan 

mulai dati ketinggian di atas 15 m (lima belas meter) yang pertama. 

(8) Penetapan Nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

(9) Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dapat disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 (dua) tabun sekali atau 

lebih dengan Peraturan Gubemur. 

2.5.1 Tarif Pajak Reklame 

 
Menurut  Peraturan  Daerab  Provinsi  Daerah  .Kbusus Ibukota 

Jakarta Nomor 12 Tabun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab IV Bagian 

Kedua Pasal 8, TarifPajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua pulub 

lima persen). 
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2.5.2 Cara Penghitungan Pajak Reklame 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab N Bagian 

Ketiga Pasal 9 adalah sebagai berikut: 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal6. 

I Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
 

(2) Basil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

ditetapkan dengan Peraturan Gubemur. 

2.5.3 Wilayah Pemungutan Pajak Reklame 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab N Bagian 

Keempat Pasal 10, Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. 

2.5.4 Masa Pajak Reklame 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab V Bagian 

Kesatu Pasal 11, Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan takwim. 

2.5.5 Saat Terutang Pajak Reklame 

 
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota 

 
Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Bab V Bagian 
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Kedua Pasal 12, Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 

penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD). 

2.6 Definisi Efektivitas dan Kontribusi 

 
2.6.1 Defmisi Efektivitas 

 
Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila 

suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Dari defmisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur 

keberhasilan  terhadap  orgarusas1 dalam  pencapaian  tujuannya. 

Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa 

yang diharapkan. 

2.6.2 Definisi Kontribusi 
 

Definisi kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah: 

''Kontribusi adalah iuran; keikutsertaan; sumbangan". 

 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak 

reklame yang dirnaksud adalah sumbangan yang dimiliki pajak reklame 

untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak 

reklame dapat pula dikatakan sebagai target  penerimaan pajak daerah 
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X 

 
 
 
 
 
 

yang  telah  ditetapkan  oleh  Suku  Dinas  Pelayanan  Pajak  Kota 

Administrasi Jakarta Timur berdasarkan hasil perhitungan yang akan 

dicapai dalam suatu periode. 

Adapun runms perhittmgan kontribusi pajak reklame (Triantoro, 

 
2010:13) adalah sebagai berikut: 

 

Kontribusi  = yx 100% 
 

 

Keterangan: 

 
X: Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

 
Y: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

 
2.7 Kerangka Berpikir 

 
Pajak daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintab daerah 

dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. 

Salah   satu   pajak  daerah   yaitu  pajak   reklame   yang  menjadi   sumber 

penerimaan   bagi  suatu  daerah.  Pajak  reklame   di  kota  Jakarta  Timur 

merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak 

daerah  sehingga  dalam  pelaksanaan  pemungutannya  hams  diperhatikan 

agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar memberikan tingkat 

efektivitas dan kontiibusi  yang  cukup  bahkan  besar  didalarn  penerimaan 

pajak daerah  kota Jakarta  Tiinur itu sendiri.  Kerangka  pemikiran  di atas 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpik:ir 
 
 

Penerimaan Pajak Daerah 

 
 

Efektivitas dan Kontribusi 

 
Pajak Reklame 

 
 
--,. 

Pada Suku Dinas Pelayanan 

Pajak Kota Administrasi 

Jakarta Tirnur 



 

 

 

 


